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PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR 11 TAHUN 2OO9

.TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOIIIOR 4 TAHUN 2OO8

TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

BUPATI KATINGAN,

Menimbans : - 
i:lffi,,lii'filoil,^llEii,r:#J .lix'tlf;"ffi f,",ilf,1x*ff'1li
iiemlrintah Kabupaten Xltingin kepada instansi vertikal, instansi semi

pemerintah, lembaga *utyai"kat/iosial dan masyarakat berada pada

bir."t Pendapatan P-engeloiaan Keuangan Dan Aset Kabupaten katingan;

b. bahwa berdasarkan Tugas Polcok dan Fungsinya pelaksanaan dan

penatausahaan belanja hibah dan bantuan Sqgial Pemerintah Kabupaten

katingan kepada iniiinsi vertikal, instansi semi pemerintah, lembaga

*uuyi*kutfsosial dan masyarakat berada pada Sekretariat Daerah

Kabupaten katingan Bagian A{nrinistrasi Keseiahteraan Maryarakat;

c. bahwa untuk rnemenuhi maksud pada huruf a dan b tersebut di atas,

perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor.

Mengingat: 1. UndanSundang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negari yang B"tuih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

ll,emUaian Negara .Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

tambahan Lembiran Negara Republik Indonersia Nomor 3851); I
2. Undang'Undang Nomor 5 Tahun 2OOZ tentang Pemhentukan Kabupaten

Katingin, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten

Lamandau Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten

Murung Raya din Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan

Tengati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18,

Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); L

3. Undang-undang Nomor t7 Tahun 2003. tentang Keuangan Negara
(Lembaran N,egars Republik Indonesia . Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2oo4 tentang Perbendaharaan Negara

(Lemblran Nefara Republik Indoneiia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

iembaran Negira Republik Indonesia Nomor a355J; L/

5. Undang-undang Nomor t5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

fengel[laan din Tanggung Jawab Keuangan Nega-ra [Lembaran Negara

nepiUtit< lndonesia fi[un1OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400); u

6. Undang-undarrg Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang Pemerintahan Daerah

pemblran t'teiara Republik Indonesia Tahun 2A04 Nomor t25'

Tambahan Lefrbaran Negara Republik Indonesia Nomor +437)

sebagaimana telah diubab dengan unclang-undang Nomor 8 Tahun

200t tentang Perubahan Unding-Undang {omo-r 32 Tahun 2004

tentang Pemerlntahan Daerah rnenladi undang-undang Qem-bTan
N.!"r"" Republik Inclonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan

Leirbaran I'iegara Repubtik Indonesia Nomor aalaB); tt

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun aOOe tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indotresia Nomor aa38); '/

8. Peraturan Pemerintah lrlomor 58 Tahun 2005 tentang Pelgelolaan

Keuangan paerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambihan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578)t "
9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14-Tahun 2008 tentang 2

Anggaran Pendapatan din Belanja Daerah Tahun 2009;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L2 Tahun 2005 tentang

pedoman penlelolaan dan pirtanggungiawaban Belanja Pemilihan

Kepala Daerali dan Wakil Kepala fiiutuii sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalain Negeri Nomo-r 2l Tahun 2005; rx

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun

2006 tenta*g Pedoman Pengeiolaan Keuangan Daerah; v

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun

2OO7 tentang Perubahan Atas Peratuian Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 13 Tahurr 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah; i./

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nontor 44 Tahun

zool tentang Pedoman Pengelolaan nelanla Pemiiihan umum Kepala

baerah/Wal<il KePala Daerah; (
14. Surat Edaran Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :

1OO/Z;ZUSI periiraiHiUut dan Bintuan Daerah tanggal 8 November

?007; v
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TIIEMUTUSI(AN

PERATUMN BUPATI KATINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS

pERATURAN nupeir I(ATINcAN NOMoIT 4 TAHUN 2008 TENTANG

PENGELOIIIAN BEUTNJA I{IBAH DAN BEIJIhIIA BANTUAN SOSLAL

Menetapkan:

Pasal I

Beberapa ketentuan termasuk ketentuan pemberian nor'tor pada pasal setiap Bab dalam

peraturan Bupati Katingan Nomor 4.iqh*; 2008 Tentang Pengelolaan Belanja Hibah Dan

Belanja Bantuan Sosial diubah sebagai berikut:

L. Ketentuan dalam Bab II diubah sehingga secara keselrrruhan meniadi sebagai berikut :

Pasal 2

penanggungiawab pengelolaan Belania l{ibah dan Belania Bantuaa sosial adalah Kepala

Dinas Pend,apatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset lkbupaten Katingan' dalam hal ini

b ertanggungi aWaU ataiusulan p e ncairin, p e ncairan dau p e n gendalian;

Pasat 3

penatausahaan Belanja Hibah dan Beranja Banhran sosial dila}sanakan oleh Kepala

Bagian Administrasi lieseiat t r"*n rrrury"'r"f..t sekretartat Daerah Kabupaten lktingan

deugarr penetapan penerima hibah dan bantuan s,siar berdasarkan surat Keputusan

BuPati;
Pasal 4

penatausahaan Belania Hibah dan Belania Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada

litilirfi:ll:n berkas - berkas persyararal b.uq penerima hlbah dan bantuan sosiar;

2) Membi"";;;;;antau pelataanaan hibah dan banhran sosial;

3)Membioa*.*uanttrpenerimahibahelanbantuansoslaldalammen]rusunLaporan
PerEanggungiawaban;

4\ Menyampaikan laporan pertangg-un$awa.ban penerima hibah dan bantuan sosial
' 

rcpiaa rllaUat Pengelola Keuangan Daerah;

2. Ketentuan dalam Bab III diubah sehingga secara keseluruhan meniadi sebagai berikut:

Pasal 5

1J Bagian Administrasi Kes-eiahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten

KatinganmerrgaJukanusulanrencanaanggaranBelanJaHibahd4nBelanjaBantuan
Sosial ruru"i"iie.s dan fungtiny" f,epada-fefD melalui DPPKA Kabupaten Katingan

untuk mendaPatkan Pembahasan;

2J Bagian Administrasi Keseiahteraan Masyarakat Selcetariat Daerah Kabupaten

Kaflngan mengaiukan permohonan BelanJa Hibah dan Belania Bantuan Sosial

melalui gekrsthris Daerah,

3J Hasil pembahasan usulan anggaran -t:!3-gri*ana 
'dimaksud pada ayat t1)

' diruangkan dalam format nfa-S[FO 2.1DPPKA Kabupaten Katingaw

I
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4J Usulan Belania Hibah rian' Belanja Bantuan .sosial 
yang telah disetuiui akan

-r 
ait*t"pt un aitam Peraturan Daerah tentang APBD dan selaniutnya dituangkan

dalamDPA-SKPD 2.1 DPPKA Kabupaten Katingan;

Ketentuan dalam Bab IV diubah sehingga secara [eseluruhan meniadi sebagai berikut:

Pasai 7

1J DPPIG menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) atas dasar-Surat Kepirtusan

Bupati Katingan tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial;

2J Setelah diterbitkan Surat Penyed.iaan Dana-- (SPDJ, Bendahara Pengeluaran

mengajukan surat Permintaan Pembayaran (SPPJ L5 kepada PPK-SKPD DPPKA

urrtuL iibuatkan SPD-LS dun diaiukan kepada Kepala DPPI(A;

3) Bagian Administrasi Kesejahteraan Masyarakat- Sekretariat Daerah Kabupaten

Katingan membantu *"nyirpt "n dokumen keleng}nrpan- penerlrna hibah dan

bantuan sostal untuk diberikan t<epada PPK SKPD pFpxa" Bendahara Peugeluaran

menyiapkan SPP Langsung (LS) gelania Hlbah clan Belanfa Bantua-n.Sosial beserta

dokumen kelengkapannya yarrgtelah disiapkan oleh PPI( SKPD DPPM;

4J Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat.(3J terdiri dari:

a. proposal dari pemohon yang meminta baniuan triUatr dan bantuan sosial yang

disimpaikan kepada pemerintah K-abupaten Katingan; 
,

b. Pengecualian bagr pemberian bantuan sosial- bagi orang terlantar dan

penanganan or"nf gUa Uaak menggunakan proposal namun culn'rp dengan surat

pengantar dari Diiis Sosia1 Tenag?Keria danTiansrnigrasi Kabupaten Katingan;

/ c. )Surat rekomendasi dari Badan- k*triu"n Bangsa, Politik dan Perlindungan

\--/ Masyarakat Kabupaten Katingan; --..
d. Surat Keputusan Bupati auniu,,g Penerima Hibah clan Bantuan Sosial; fbentuk

format LamPiran I)
e. Surat Berita Acar" Puny.r"han Bantuan yang ditandatangani oteh Kepala D?PKA

bertindak;i;&;i pihir< I dan penerima bantuan tribatr dan bantuan sosial yang

bertindak seba-gai Pihak lf Vang dibubuhi nraterai Rp' 6'000'00 (enam ribu

rupiah); fbentuk format Lampiran IIJ.

f. Surat Pernyataan Perganggirlglawiban Penggunaan- dari penerima bantuan

hibah dan bantuan sosiah fbentuk format Larnpiran III)

E Nota Kesepakatan dag 1laikah Perjanjian Hibah serta Rencana Anggaran Biaya;

(bentuk format Lampiran IV dan Lampiran VJ-

h. Kwitansi NCn VungLUn aitanaaunga,i oletr kedua belah pihak dan dibubuhi

materai ,.ru"i deigan iumlah puny-ulut"n dana bantuan hibah dan bantuan
'sosial; (bentuk format Lampiran VIJ

i. Surat Keputusan Penetapan Peneiima Bantuan Sosial ke tanah suci (khusus

sl
6)

7)

bantuan sosial ke tanah suci).
j. Dokumen pemberlarr tribih kepada KPU dal .Panwaslu 

mengacu kepada

Permendagri No. 44 tahun ZOigl tentang Pedoman Pengelolaan Belanja

Pemilihan U*um Kepala daerah/wakil lGpala Daerah;

SPP-U P/GU/TU/ LS ditandatangani oleh B en dahara llengeluaran;

SPP LS diverifikasl oleh PPK-SKPKD untuk diajukan l<epada Kepala DPPM;

Kepala DPPKA menerbitkan SPM'LS, disampaikan kepada kuasa BUD untuk

diterbitJcan SP2D;
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8J SPZD sebagaimana dimaksud pacla aYa.t !71. rllsampaikan dan dlcairlon kepada
-r plr"ri*" njUatr dan baltu"r, ,ori"l *ututr,irlkening yang bersanglutan dan dalam
' 

keadaan khusus/tertenu dapat dibayarkan melalui Benllahara Pengeluaran DPPKA;

9J Untuk bantuan sosial bagi orang terlantar, penanganan orllqgrfa dan bantuan ke

tanah suci, SP2D dicairkan olef, Bendahari Pengeluaran DPPI(A untuk kemudian

diserahkan dalam bentuk tunai kepad" yang bersingkutanatau wakil/wali yang sah

yang disertai a."g"n kuitansi bernraterai din Berita Acara Penyerahan Dana;

10)Berita Acara Penyerahan Dana sebagaim_ana dimaksud ayat (9J adalah Berita"acara

yang ditandatangani oleh xepata frppxe selaku Pihak I yang menyerahkan dan

kepada wakil/wali yang sah untuk penanganan orang gila atau.langsung kepada

yang bersangkutan.untgk oy{rg teriantarl grang yang berangkat ke tanah suci

dalam bentuii tunai selaku Pihak Il yang menerima;

1 1) Untuk )aminan Kesehatan Daerah (IAMKESDA) diatur sebagai berikut :

a. |aminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas

Kesehatan KabuPaten Katingan;

b. Dinas Kesehatan Kabupaten Katingarr menyiapkan dokumen kelengkapan

masyarakat penerima/pemilik karnilaminan- Kesehatan Daerah 0AMKESDAJ

untuk diberikan kepadi ppK SKPD DPPKA. Bentlahara Pengeluaran menyiapkan

Sff Lan[sung il,il'g.tania-UiUah dan Belanja Bantuan Sosial beserta dokumen

kelengka"p"niy" ying telih disiapkan oleh PPK SIGD DPPKA;

c. Setelah keseluruhan dokumen yang diperlukan tersedia maka proses

setanlutnya menglkuti sebagaimana tercanhtm pada poin' 5 Qlma) sampai

dengan 8 (delaPan) Pasal l ini'

4. Ketentuan dalam Bab v diubah sehingga. secara keseluruhan meniadi sebagai berilot :

Pasal 8

1J KPUD Kabupaten Katingan waJip menyampaikan laporan perlanggungjawaban

penggunaanietanla hib;h p"*ii* r."puri {ai.ratr 4an wakil kepala daerah kepada

Bupad Katingan. cq.- Kepala--Baaan -ea3lTstrasi 
Kesejahteraan Masyaral<at

Sekretariat Dirah XiUupaten Katingan dan DPRD Kabupaten Katingan;

2J papwaslu Kabupaten lGtingan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban

penggunaan belanla hlbah p.*ifu't.pata daerah dan wakil kipata daerarh kepada

Bupati Katingan cq. Xepata fagian Administrasi Kesejahteraan Masyarakat

Sekretariat na-eratr XiUupiten Katingan dan DPRD Kabupaten Katingaw

3) Penyampaian laporan pertanggungjawaban belanja lib-atr pemil:kepala daerah dan

wakil kepala daerah sebagai ii*J<5ua pada ayat (1) dan ayat (2J dilakukan paling

lambat 3 (rigal [fuan i*r*irt i.i"r,f,ir"ya seturut, ia-t apan penyelenggaraan pemilu

kepala aaeritr dan wakil kepala daerah;
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+) Hibah dalam bentuk uang keparla instansi--verEikal (seperti- polt. TNI' BIN dan

KeJari), organisasl senrt peinetintof, (sefertf-XONl, Ptvll;Pramuka, KORPRI dan PKIQ

dipertanggungjawabkan oleh pu.*.i*.hibah sebagai obyek pemeriksaan dalam hal

bentuk reatisisi i.nggun.un ar"", U.rf1ti'Uuf*i fiinnya yang sah sesuai Naskah

Perjanjian Hibah-dan-Rencana Angg"tun Biaya yaug merupakan kesatuan dari

Naskah Perjanlian Hibah serta peraturan petund"ngUndangan lainnya kepada

Bupati faUngln cq. Kepala 
- 
Bigian Administrasi keseiahteraan Masyarakat

Selretariat Daerah Kabupaten Katiigan paling lambat tanggal 10 Desember tahun

berkenaan rub"g*ilaporan awal daniigulakan untuk pertanggung[awaban l4poran

keuangan akhii t"hun Pemerintah Aabupaten Katingan dan laporan resmi

pertanggungjawaban keuangan yang telah di auclit oleh Badan pemeriksa Keuangan

tgp$,torrilui iuporan Reaiis"si.p.-nggrnaan Dana Lampiran vII)

5) Hibah bagi organisasi non pemerintah dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah

dalam bal penyampaian lapol6i'Teaitsast punglun'"n d.na, sesual Naskah

.Perjanjian Hibah kepada Bupati Katingan -cq. 
Kepala-- B.a8lan Administrasi

KeseJahteraan Masyarakat Sekretariat Daelah Kaiupaien Katingan paling lambat

tanggal 10 Desember tahun berkenaan; (format Lapoian Reallsasi Penggunaan Dana

Lampiran VIIJ

6J Hibah dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah

berdasarkan Berita Acara serafi turi*u afrng?an penggunaan atau pemanfaatan

harus sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah;

7l Bantuan sosial baik berbentuk uang maupul lra.rang 
dipertanggungiawabkan oleh'r 

p.nrri*, bantuan sosial dalam h'al ini adalah Laporan Reallsasi Penggunaan

Dana/Barang;

BJ Bantuan sosial dalam bentuk barang proses pengadaannya. dilakukan oleh Kepala

Bagian Administrasi xeseyatrierr"ri irt.rya*t "i Sekretariat Daerah Kabupaten

Katingan sesuai dengan peraturan peiundaag'undryrea3 lun penyerahannya

kepada penerima banluan 
-aiUufrtif<an 

dalam bentuk Berita Acara Serah Terima

Barang;

9) Bantuan untuk partai politikpertanggungjawabannya mengikuti Peraturan Menteri

Dalam lrlegeri Nornor'Zs rafiun 2ff6 tinung Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengaiuan' Penyerahan dan

Laporan PlnggUnaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

S.DitambahkanBabVltentangKetentuanLain-Lainyaitu:
Pasal B

1) penyediaan dana untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau

memberikan bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana

alam/bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yanglersedia dalam Sisa

Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelUmnya dan/atau dengan melakukan

penggeseran Belanla Tictak terauta atau denga' melakukan penjadwalan ulang

atas program dan kegiatan yang kurang mendesa[, dengan memperhatikan hal-hal

sebagai berikut:

aJ penyediaan kredit anggaran untuk mobilisasi tenaga medis dan obat-obatan,

logistik/sandang dan pangan supaya diformulasikan ke dalam RKA-SKPD yang

secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud.



b) penyediaan kredit anggaran untuk bantuan keuangan yang akan disalurkan

kepada provinsi/kabupaten/kota yang dilanda belcana alam/bencana sosial

dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan'

cJ Sambil menunggu perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan' kegiatan atau

pemberian bantuan keuangan tersebut di atas dapat ditaksanakan dengan cara

melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabanrn APBD

untuk selaniutnya ditampung dalam Rancangan Perahrran Daerah tentang

Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan. Apabita penyediaan laedit

anggaran untuk kegiatan atau bantuan keuangan ctilakukan setelah perubahan

APBD agar dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

dJ Pemanfaatan saldo anggaran yang teisedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD

Tahun Anggaran sebelumnya daflatau dengan nrelakukan penggeseran Belanja

. Tidak Terduga untuk bantuan pltr"ggulairgan brincana alam/bencana sosial

diberitahukan kePada DPRD.

eJ Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kabupaten Katingan dapat melakukan

pengeluaran yang beluu-r tersedia anggaranny.a' ySng selanJuhnya diusulkan

dalam ,"n.^niln"p"ruU"t "; AP;D aan*Ipabil" t uua""i, darurat terjadi setelah

ditetapkannya perubahan AP;b, pemerintatr daerah dapat melakukan

pengeluaran yang belum tersedia i'ggarannYa dan pengeluaran tersebut

iisampaikan dalam laporan realisasi anggaran'

0 Penentuan kriteria keperluan mendesak sebagaimana diamanatkan dalam

penjelasan Pasal 28 Undang-Utd;;Nomor.l7 ferhun 2003, ditetapkan dalam

i"rr,uru' daerah tentang eFBn, yang antara lain rnencakup:

{1J program dan ke'iatai pelayanan dasar masyarakatyang anggarannya belum
-- - 

iu.t"aia dalam Tahun Anggaran berjalan; dan

(2Jkeperluan .mendes"r, r.innvu vrn!.an1blla ditunda akan menimbulkan

kerugian y"ngiubirrbesar bagi pemJrinLtr daerah dan masyarakaL

Pasal 9

Dalam hal bantuan sosial bagi penanganan oranq gila oleh Pinas sosial Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kabupaten K"d;#;;;;"rt,itclt' Perjalanan Dinas labatao dalam

maka proses pelaksanaannya t"t"i-*ungi]<uU flefentuan dalam Peraturan Bupati

tentang Petuntuk Pelaksanaan pt4'uf"-n-#1ii1ut la!3tan Da1am Negeri bagi PeJabat

Negara, pegawai Negeri, dan PegailiiiJtf, Tetap/Tenaga Ahli/Tenaga Pendukung

Dilingkungan pemerintah Kabupaten Katingan :
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Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku seiaktanggal diundangkan

Agar supaya setiap, oia"i *1trgut"1"ffi *"me1lStrtcan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatanriya datam Berita Daerah Kabupaten lhtlngan'

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 14 Maret 2009

Diundangkan di Kasongan

Pada tanggal 16 Maret 2A09
DAEMH KABUPATEN IGTINGAN

,T

Bffi-AEMH TGBUpATEN IGTrb{cAN TAHUN 2009 N0M0R: 11
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LAMPIMN : 1

PERATUMN BUPATI KATIN GAN

.NOMOR
TANGGAL

: 11 Tahun 2009
: 14 Maret 2009

CONTOH FORMAT

BUPATI KATINGAN

KEPUTUSAN EUPATI KATIITIGAN

NOMoR /KEP/ '.......
TENTANG

PEMBERIAN }IIBAH DAN BANTUAN SOSIAL KEPADA

BUPATI KATINGAN

Menimbang:

Mengingat;

a. bahwa dalam ranBka menunjang kelancaran kegi-atan organisasi /lembaga

sosiaukemasyarakatan maka perlu memberikan bantuan kepada

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut df atas' Berlu ditetaokun d*n*un

Keputusan BuPati Katinga n.

1, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pernbentukan Kabupaten Katingan'

Kabupaten seruyan, Kabupaten sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung

Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur

di Propinsi Kalimantari Tengah (Lembaran Ne6ara Republlk lndonesia Tahun 2O02

nomoi 18, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3952);

2. Undang-undang Nomor 32'l'ahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor B'!'ahun 2005;

3. Peraturan Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 'lahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Fengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Bupatl t<itingan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009. i]

f

i
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Menetapkan:

PERTAMA :

KETIGA

MEMUTUSKAN

KEPUTU5AN BUPATI I(ANNGAN TENTANG PEMBERIAN HIBATI DAN BANTUAN

SOSIAL KEPADA......

Oaftar Organisasi / t-embaga f perorangan p$nerima bantuarl dan bbsarnya bantuan

sebagalmana tersebut dalam Lampiran Keputusan lni'

segala Biaya yangtimbul sebagai akibat ditetapkarrnya Keputusan inl dibebankan

pala eng8aran Pendapatan dan BelanJa Daerah Tahun Angggran

Keputusan ini mulal berlaku pada tanggal ditetapkan'

DltetaPkan di Kasongan

pada tangga1......................'

BUPATIKATINGAN

trd

Ternbusan:
Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;

2. Kepala DPKKA Kabupaten Katlngau

3. Kepala lnspektorat Kabupaten Katingan;

4. Kepala Kantor Kesbang Kabupaten Katingan'

Cotatan t Dasar Hukum pado Konsideran mengingot menyesualkan dengon Peroturqn perUndang-

undangon yang berloku.

10



LAMPIMN I Z

t PNNATUNAN BUPATI KATINGAN

ItOtUOn : ll Tahun 2009
: taNcoel : 14 Maret 2009

CONTOH FORMAT

DAFTAR ORGANISASI / TEMBAGA / PERORANGAN PENERIMA BANTUAN

BUPATIKATTNGAN

ttd

(.................................)

No. Penerima Bantuan Bantuan BeruBa Besarnya Bantuan Keterangan

1 2 3 4 5

1

2

3
Jumlah Keseluruhan

11



LAMPIRAN | 3

PERATURAN BUPATI KATIN GAN

NOMOR ! ' 11Tahun2009

CONTOH FORMAT

PEMERII\ITAH KABUPATEI.I KATINGA}I

DINAS PEI{DAPATA}'I PENGELOLAAI\I KEUAI\IGAI'I

DAI.I ASET
Jqlan Tjilik Riwut Krn. 2,5 Telp' (0536) 4043509' Fax (0536) 4043509

Pada hari ini tanggal.....bulan.""-"""'tahun dua ribu """""' (

(alamat DPPKA Kabupaten Katingan) Jl' """""""" Kasongan'

BERITA ACAM qENYERAHAN, qANTUAN

Nomor I lBA, DPPI(A I ""'"""'

Kepala DPPKA KabuPaten Katingan

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan bantuan kepada PIHAK

(..--........,..... ........) untuk digunakan sebagai"""'

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan

,"nyarpuikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan

pemeriniah Kabupaten Katingan cq' PIHAK PERTAMA'

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebaSaimana mestinya'

PIHAK PERTAMA

( Ka. DPPKAJ

NlP. ................

bawah ini :

1. Nama
NIP

Jabatan
Alamat
Selaniutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama :

Jabatan :

Alamat :

Selaniutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA

Materai RP.6.000,00

r-........................)

) bertemPat di

kamiyang bertanda tangan di

KEDUA sebesar Rp. "'"""'-"""""

akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib

r bantuan sosial tersebut kePada

L2



PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR :11Tahun2009
TANGGAL : 14 Maret2009

Nama

Jabatan

Alamat

Rp......"..........'

Berkenaan bantuan yang kami terima

Pengelolaan Keuangan dan Aset

Yang bertandatangan dibawah ini :

Contoh Format

EUBAT PER.NYATAAN

dariPemerintahKabupatenKatlnganmelalulDinasPendapatan
Kabupaten Katlngan untuk keglatan""" "'sebesar

Kasongan,

Yang menYatakan,

MsGral RP.6.0@,00

(......,."...*.'*"""""")

Dengan ini menyatakan kesanggupan:

1. Mempertanggungiawabkan penggunaan bantuan sesual proposal yang kami aiukan dengan sebaik'

baiknYa.

z. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Katingan lewat Dlnas Pengelolaan Keuangan dan

Kekayaan Daerah Kabupaten Katingan selambat-lambatnya 1(satu) bulan setelah kegiatan selesai'

Mengetahui,

(Ka. DPPKAI

Nip. .........-.'.

x3



Fdirltu-naN BU PATI KATI N GAN

NOMOR : 11Tahun2009
T4JIGEAL : 14Maret2009-

r n
I

l

Contoh Format

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN I(ATINGAN

DEN6AN

lditst dengan nama lnswnst venlkot / organlsasl seml pemerlnuhl

pada hari ini, tan8ga1............ bulan ...!....... tahun dua ribu """""" masing-maslng yang

bertandatangan dibawah ini :

1. (Nama Bupati Katingan), Bupati Katingan yang berkedudukan dl Jalan TJilik Riwut Km' 2'5

Kasongan dalam trat ini bertlndag uniuk dan atas nama pemerintah Kabupaten Katingan'

selaniutnya disebut PIHAK PEBTAMA

2. yang berkedudukan dlJatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

..................., selaniutnya disebut PIHAK KEDUA'

Daram Nota Kesepakatan ini prHAK PERTAMA dan prHAK KEDUA, kedua berah pihak memandang perlu

untuk melakukan Perjanjian Hlbah Daerah meliputl :

1. Belanja Hibah Daerah inidigunakan untuk"""'

?, Perjanjian Hibah Daerah ini merupakan tahap ,'. untuk menvalurkan Belanja Hibah Daerah'

peraksanaan Nota kesepakatan ini dibuat atas dasar itikad bark dan berraku sejak rahap I (pertama)

PerjanlianHibahDaerahsejakNotaKesepakatarrirriditandatanganl.

PII"IAK PERTAMA
ttd

(BTJPATI KATINGAN)

PIHAK KEDUA
M.teral 8P.5.0(P,OO

(..........................)

14



PEMTURAN BUPATI KATINGA}'I

NOMOR
TANGGAL ''

: llTahun 2009
: 14 Maret2009

Gontoh Format

NASKAH PERJANJIAN HIBAH OAE&AH

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH I(ABUPATEN I(ATINGAN

DENGAN

lditst dengon namo lnstonsl vertlkol / orgonlsosl seml pemerlntahl

NOMOR: Tahun 20""'
NoMoR ;.-*l-..-120-,

TENTANG

......t..!f!!a!?!!:!!!!!!!!lt?!!!t!!l!!?!!!!!9

MEI.ALUI

BELANJA H1BAH...............r...'!.....r..

Pasal I
MAKSUD

pada hari ini,........,..... tanggal ..-..j...... tahun dua ribu """r"ri', yang bertandatangan dibawah ini :

1. ( Nama Bupati Katingan), Bupati Katingan yang berkedudukan dl Jalan TJilik Riwut Km' 2'5

Kasongan dalam hal inl bertindak uniut< dan atas nama pemerintah Kabupaten Katingan'

selanjutnYa disebut ?IHAK PERTAMA

2. ....(....'r.""', """"""""' yang berkedudukan di Jalan dalam hal inl bertindak untuk dan

atas nama ..................., selanJutrtya disebut PIHAK KEDUA'

Dengan dltetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58- tal:un 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah dan peraturan Menteri Daram Nug;ri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan

Keuangan Daerah serta peraturan Menteri oaram Negeri Nomor 5g tahun 2007 tentang Perubahan Atas

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Predoman Pengelolaan Keuangan

Daerah. Untuk tertibnya pengelolaan tor.ne"n daerah, maka kedua belah pihak memandang perlu

untuk melakukan t"ilrnii.n Hibah Oaerah dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

..r....i.............
(maksud darl dlbuatnya Naskah Perjanjian Hlbah Daerah)

15
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Pasal 2

TUJUAN

Ruang lingkuP Belanja

meliputi:

(tujuan rlarl dlbuatnya Naskah PerjanJlrn Hlbah Oaerah)

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Hibah Daerah.....'.. ..........""diperuntukkan bagi ltebutuhan

Pasal 4
PELAKSANAAN

yang

1.

2.
3.

4. dst......-.......
Iuntuk Kpl)D don ponwaslu Kab. Kotlngon mettputt ontaro laln pemberlqn honororlum/lembur, beloalq borang don ioso'

sedangkon untuk lnstonsl vertJkol untuk kepentlngon pengamonon doerah dan orgonlsosl seml pemerlntqh untuk pqrtlslpasi

penyelenggoradn pefirbongunan doeroh yang te*olt'deigan dukungan penyelenggoraon pemerlntahan daeroh dlsesuolkon

dengsn kebutuhsn sefts ns!- hsl lqln ycng dlr,tss irla uniuk dtmus{ysog birkendon dengon ruang llnskup Noskoh PerJonilon

Hibohl

1,
2.
3.

!!!!!!!!r!!!!!tt!!t!!tt!!9ttttt!

4, dSt,,.,,,,,,,,r,r,: I

lMeltputt antarq loln secaro operaslonat adalah KPTJD Ksb, Kottngan dsn Fanwaslu Kab, Kqtlngon, lnslonsl vertikol ddn

orgonlsosl sEml pemerlntoh, cara pembayaran menglkutl Termendogrl Nomor 44 tahw 2oa7 tuntong Pedomon pengelolaon

BelanJa pemillhan llmum Kepalo Doeroh dan Waktl iepala Doerah, ian bogi lnstonsl vertlkol don orgonlsosl seml pemerlntoh

sebajohano peraturan a,riZi xotlngan Nomor ,,.. raiun 2008 tentong belanis Hlbsh don belonto Bontuan Soslafl

Pasat 5

PEMBIAYAAN

1. Biaya...,....... .'. di anggart<an paOa Belanja

APBD Kabupaten Katingan.

Hibah ......... dan dibebankan pada

Z. Jumlah Uang yang dihibahkan pada kepada

{...............-.--..-..--.-...--...-'}.

Sebesar

Pasal 6

JANGKAWAKTU

1. Naskah perjanjian Htbah inl berlaku teiak ditandatangAni oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK

KEDUA.

Apabila ada perubahan pada kedua belah pihak yang mengakibatkan masing - masing tidak

Uipat melaksanakan tugas dan tanggung juwab sesuai Naskah PerjanJian Hlbah ini akan dibuat

kesepakatan penyempurnaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan darl Naskah Perjaniian

Hibah ini.

16
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Pasal 6

PEBSEUSIHAN

Apabila terjadi perselislhan atau pertredaan pendapat sebagal akibat pelaksanaanNaskah Perjanjian

Hlbah lnl akan dlsetesalkan oleh PlhlAK PERTAilA dan PIHAK KEDUAsecara musyawarah/mufakat'

Pasal 7

PERSELISIHAN

1. Hal - hal yang belum diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanitit dengan

Peraturan Kepala Daerah dengarr berpedoman paai ketenttran peraturan perundang undangan'

Z. Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup mempunyai

kekuatan hukum yang sama untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Demikian Naskah per3anjian Hibah ini dibuat untuk dilakanakan sebagaimana mestinya oleh PIHAK

PERTAMA dAN PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

Materal RP.5.oO0,0o ttd

(..........................) (BUPATI KATINGAN)

L7



FDKAIUXAN lxtul,All KAI lNtrAN

i NOMOR : llTahun 2009
! TaHGGAL . : 14 Maret 2009

Contoh Format

LAPORAN REALISASI PENGGUNA.AN DANA

TAHUN 200......

::;::::::::::,ioo.
Penanggungiawab,

(........."....................)
i

keterungan : untu| instonsl vertlkal dan organisosl seml pemerlntah disertal dengan bukl'bullrt latn yong soh sesuai

dengon Rencano Anggoron Bloyo yongmeiupokon sotu kesatuan dengon Naskah Perloniion Hlbah

NO, URAIAN
REALISASI PENGGUNAAN KETERANGAN

DANA (Rp.) FlsrK (%)

7

2
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Contoh Format

PEMERINTAI"I KABUPATEN KATINGAN

rEl.IrurulN SUrA I I tut t INUAN
NOMOR ; 11 Tahun 20C

TANGGAL T 14Maret200

Yang menerima

Terbllang : Rp, ..........-

Mengetahui/Menyetujui

Ka. DPPKA

NtP. .......,.,........

PPTK

{"r.,,...,..,...'...'l

Bendahara
Pengeluaran

NlP. ...............NtP..,....,..,....

KTI KAS PENGELT'A

19

(.........................)


